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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 
2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang : bahwa dengan adanya kebijakan terkait pengalokasian anggaran 

Biaya Umum Kegiatan Pembangunan Desa dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa, perlu 
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bandung Barat 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang 
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015); 

11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 13 Seri E); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2016 Nomor 13 Seri E) pada Lampiran I tentang Standar Biaya Umum 
Kegiatan Pembangunan Desa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

Ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 26 Mei 2017 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 26 Mei 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

MAMAN S. SUNJAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 19 SERI E 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
NOMOR 19 TAHUN 2017  

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 13 

TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

 

Standar tertinggi Biaya Umum kegiatan pembangunan desa dapat dialokasikan 
sebesar 5% (lima persen) dari belanja kegiatan yang tercantum dalam APB Desa. 

Biaya Umum digunakan untuk membiayai: 

No. Penggunaan Besaran Keterangan 

1. Rapat 

- persiapan; 

- evaluasi; dan 

- laporan kegiatan. 

20% Dari total Biaya Umum 

(5% x Pagu Belanja Kegiatan) 

2. ATK 10% 

3. Honorarium TPK Setinggi-

tingginya 70% 

 

Rincian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

No. Jabatan Besaran Keterangan 

1. Penanggung jawab (Kepala Desa) 20% Dari total Biaya honorarium TPK 

(70% x Total Biaya Umum) 2. Koordinator (Sekretaris Desa) 15% 

3. Ketua (Kepala Seksi) 15% 

4. Sekretaris 10% 

5. Bendahara 10% 

6. Anggota 30% 

 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 

 


